GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR: 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014. Perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan —dan
Belanja Daerah Tahun Anggarail 2014;
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Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
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Darurat Nomor 22 Tahun 19
Pembentukan Daerap Swatantrg Tingkat [
Maluku (Lembarap Negara Repubnk
Indonesia Tahun 1957 Nomor 79 Sebagy;
Undang—Undang {(Lembaran

57 tentan,

Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahg,

Lembaran Negara Repubiik Indo
Nomor 1617);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1985

nesia

tentang Pajak Bumi dap Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan  Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara RepubliK
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

: raran
tentang  Keuangan Negara (Lembar2
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Republik Indonesig Nomor 4286,

U ¥ y
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharazan Neos
{Lembaran ¥ egara Re . ‘ egﬂ..a
publik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengeioclazn dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perenncanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keunangan Antara
sat dan Pemerintah Daerah

pPemerintah Pu .
Indonesia

(Lembaran Negara Republik
8 nbahan
Tahun 2004 Nomor 126, Tamba
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10,

Ed

Lembaran Negara Republik Indoﬂesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Partai Politik (Lembaran Negar,
Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomgr 2
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik  Indonesia Nomor  5587)

sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar@

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomof

58, Tambahan Lembaran Negara Republi¥

Indonesia Nomor 5679);
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12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55930);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Atas  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah
blik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4090);
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16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tap,
2007 tentang Perubahan Ketiga Atyq
Peraturan Pemerintah Republik Indonesj,
Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangap
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negard

Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahut!

2005 tentang Dana Perimbanga_n
(Lembaran Negara Republik [ndonest?
Tehun 2005 Nomor 137, Tambsh®
Lembaran Negara Republik Indones?
Nomor 4575);
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20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomeor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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26.

27.

28,

. Peraturan Pem

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negary

Republik [ndonesia NomoT 4614);

erintah Nomor 38 Tahuyp
2007  tentang Pembagian  Urusan

Pemerintahan  Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsj,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737};
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
mengalami beberapa kali perubahan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan$
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pcngt:lompﬂkkan
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29,

30.

31

Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor

21 Tahun 2013 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor
97 Tahun 2014 tentang FPenetapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun

Anggaran 2014;



Menetapkan

,

33.

peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor
1 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 29
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23
Tahun 2014 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2014 ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014,

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdirl atas -
1. Pendapatan

a.
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pendapatan asli daerah

Rp.

425.425.607.781,12
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b. dana perimbangan Rp. 1.165.471.923.932,00

c. lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp. 232.132.491,000,00
jumlah pendapatan Rp. 1.823.030.022.713,12

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 830.868.693.354,81
1) belanja pegawai
Rp. 392.741.104.676,00
2) belanja bunga
Rp. 1.192.613.179,30
3) belanja hibah
Rp. 305.969.099.320,00
4) belanja bantuan sosial
Rp. 2.006.380.197,13
5) belanja bagi hasil
Rp. 102.848.333.804,00
6) belanja bantuan keuangan
Rp. 24.269.265.178,38
7) belanja tidak terduga
Rp. 1.841.897.000,00
b. Belanja Langsung
Rp. 895.264.570.935,00
1) belanja pegawai
Rp. 35.948.840.396,00
2) belanja barang dan jasa
Rp. 489.985.824.204,00
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan
Gubernur inj.

Ringkasan laporan

dalam p
48al 1 dirinei 1am:
realion ..: mnC[ Ieblh Iahl.'nf- Tee 1 &
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Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran |j

Peraturan
Gubernur Maluku ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur Maluku ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Maluku ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
g pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Maluku
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 September 2015
GUBERNUR MALUKU,
#
y Cap/ttd
Porﬂ”
SAID ASSAGAFF
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i
>
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Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 40
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